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ABSTRAK

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan perbankan

dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (Startup) dengan

memanfaatkan teknologi internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Pinjaman

online alias pinjol adalah salah satu jenis usaha di industri fintech. Fintech memiliki

unsur utama yakni perjanjian antara kreditur dan debitur dimana perjanjian

merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara keduanya. Pinjaman online

sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus

mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu

sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata. Syarat sah nya suatu perjanjian

sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata harus terpenuhi agar

perjanjian dapat dianggap sah. Perjanjian pinjaman online dianggap sama seperti

perjanjian pinjaman secara konfensional. Perjanjian tidak terlepas dari prestasi dan

wanprestasi, prestasi tercapai apabila parapihak dalam perjanjian tersebut

melakukan sesuatu sebagaimana isi dari perjanjian, sedangkan wanprestasi terjadi

saat salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati atas dasar itu

dikatakan secara hukum melakukan sebuah wanprestasi.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Fintech, Perjanjian, Wanprestasi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi pada era baru ini membawa dampak yang besar

diseluruh sektor kehidupan manusia salah satunya merupakan teknologi dan

internet. Teknologi dan internet berperan besar dalam memudahkan berbagai

aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang

sangat besar tentu saja berpengaruh pada beberapa sektor salah satunya dalam

sektor lembaga keuangan.

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan memiliki peran yang
sangat signifikan. Sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat.
Lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.1

Dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, lembaga

keuangan semakin berkembang dengan berbagai layanan dibidang keuangan.

Lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang memiliki kelebihan

dengan pihak yang memerlukan dana. Lembaga keuangan sebagaimana halnya

suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah

masyarakat.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian
suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam
menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga
keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.2

1 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

2 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 39.
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Sistem keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan

serta kesehatan perekonomian pada suatu negara secara berkelanjutan dan

seimbang. Sistem keuangan berfungsi menjadi fasilitator perdagangan

domestik serta internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen

investasi dan menjadi penghubung antara penabung dengan Pemberi Pinjaman.

Layanan perbankan hanya bertumpuk di pusat kota dan kurang

menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah.3 Hal inilah yang

menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya

pembangunan perekonomian nasional. Kesulitan seperti ini membuat

timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi

pada perkembangan ini yakni Fintech atau Financial technology.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial “Teknologi
Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang
menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau
efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”4

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan

perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (Startup)

dengan memanfaatkan teknologi internet, komunikasi, dan komputasi terkini.5

Pinjaman online sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair

dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi

3 Sry lestari, Et. Al., 2021, “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan
Syariah”, Jurnal Islamic Circle, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 13.

4 Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

5 Anita dan Rusfandi, 2021, “Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology
Berbasis Peer To Peer Lending”, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8, No. 2, 2021, hlm. 38.
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masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara

tatap muka seperti halnya pinjaman bank.

Adapun bentuk-bentuk dari layanan Fintech yang ditawarkan meliputi;
Pembayaran (Digital Wallets, P2P Payments), Investasi (Equity
Crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (Crowdfunding,
Microloans, Credit Facilities), Asuransi (Risk Management), Lintas – Proses
(Big Data Analysis, Predicitive Modeling), Infrastruktur (Security).6

Pinjaman online alias pinjol adalah salah satu jenis usaha di industri

fintech. Penyedia layanan pinjaman online disebut Fintech Lending atau

Fintech Peer to Peer Landing (Fintech P2P Lending) yang merupakan

platform pendanaan legal yang memberikan kesempatan pemilik dana untuk

memberikan pinjaman secara online. Konsep ini mengadaptasi perkembangan

teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa

menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis serta modern.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui daftar pinjol legal atau

resmi yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK.

Adapun pihak OJK selama ini telah melakukan pembinaan terhadap pinjol

terdaftar dan berizin. Sampai dengan April 2022, total jumlah penyelenggara

fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah

sebanyak 102 perusahaan.

Perusahaan Fintech yang berbasis pinjaman online serta terdaftar pada
OJK harus mematok bunga maksimal yaknin 0,8% per hari, penepatan
tersebuat merupakan bagian dari kode etik yang dibuat oleh Asosiasi Fintech
Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).7

6 Nofie Iman, 2016, Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan. Gathering
Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm. 6.

7 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskan-
bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen. diakses pada tanggal 15 Juli 2023, Jam 22.00 WIB
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Pemberian bunga tersebut dapat dikatakan tinggi dikarenakan dalam

preoses pinjam meminjam yang mudah, sehingga menimbulkan resiko yang

tinggi pada proses pengembalian dana serta tidak adanya jaminan juga

merupakan pertimbangan resiko.

AFPI adalah tempat yang menaungi pelaku usaha yang bergerak dalam
Fintech Peer to Peer Lending berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang
dikeluarkan oleh OJK. AFPI merupakan asosiasi resmi yang memiliki tugas
dalam kegiatan peyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi di
informasi.8

AFPI sendiri memiliki fungsi sebagai Lembaga riset kebijakan yang

bertujuan untuk perkembangan di sektor keuangan berbasis teknologi,

mengawasi para penyelenggara fintech di Indonesia mengadakan seminar dan

memberikan sertifikat bagi para penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending

yang mengikuti seminar tersebut yang dimana sertifikat tersebut digunakan

sebagai syarat mendaftarkan organisasinya secara resmi di OJK. AFPI ditunjuk

oleh OJK untuk membantu OJK dalam mengatasi banyaknya peyelenggara

fintech ilegal yang membuka layanan jasa keuangan Peer to Peer Lending

Agar suatu lembaga layanan keuangan dapat mengantongi izin OJK,
tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak
penyelenggara. Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan POJK 77/2016
mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(LPMUBTI). Adapun sejumlah persyaratan tersebut meliputi:

● Surat permohonan perizinan.
● Lampiran salinan bukti pelunasan pungutan OJK terkait izin usaha.
● Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut

perubahannya.
● Salinan bukti pemenuhan permodalan paling sedikit senilai

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilegalisasi
pada Bank umum di Indonesia.

8 Antoni Tjandra, 2020, Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial
Technology Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No.1, 2020,
hlm 101.
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● Untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, melampirkan Daftar
Pemegang Saham.

● Untuk badan hukum berbentuk Koperasi, melampirkan daftar anggota
berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

● Apabila data pemegang saham adalah perseorangan, maka surat
permohonan melampirkan: Fotokopi identitas diri, daftar riwayat hidup dan
foto, surat pernyataan bermaterai dan bukti bahwa penyetoran modal tidak
berasal dari pinjaman.

● Apabila pemegang saham adalah Badan Hukum, maka melampirkan: Akta
pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan
terakhir, surat pernyataan direksi atau yang setara, bukti bahwa penyetoran
modal tidak berasal dari pinjaman.

● Data direksi dan komisaris yang meliputi: Salinan bukti identitas diri (KTP,
SIM atau Paspor), Daftar riwayat hidup dan foto, salinan NPWP, surat
pernyataan direksi atau yang setara dan dilengkapi materai dari badan
hukum yang bersangkutan.

● Struktur organisasi penyelenggara.
● Bukti bahwa penyelenggara telah memiliki tata kelola sistem teknologi

informasi.
● Bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: Daftar inventaris dan

peralatan kantor, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung.
● Bukti bahwa penyelenggara telah melakukan pengamanan terhadap

komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan
prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan,
dan kerugian.

● Rencana kerja satu tahun pertama.
● Salinan NPWP atas nama penyelenggara dan PKP.
● Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account

dengan Bank di Indonesia.
● Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki sumber daya manusia yang

memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
● Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang

anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman
paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

● Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

● Lampiran surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban
Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan
operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.

● Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.9

9 https://pintek.id/blog/regulasi-ojk/ diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, Jam 16.00
WIB
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Beberapa contoh aplikasi legal yang telah mengantongi izin dari OJK

diantaranya Akulaku, UangMe, dan PinjamDuit. Berikut profil ke-3

perusahaan tersebut :

a. PT Akulaku Finance Indonesia merupakan Perusahaan yang

bergerak layanan keuangan atau pembiayaan berbasis digital

didalam menyongsong era 4.0 PT Akulaku Finance Indonesia secara

resmi memiliki persetujuan dan izin usaha dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Nomor : KEP-436/NB.11/2018, tanggal 18 April

2018, serta Perubahan nama dari PT Maxima Auto Finance menjadi

PT. Akulaku Finance Indonesia.

b. UangMe adalah aplikasi peer-to-peer lending yang dimiliki oleh PT

Uangme Fintek Indonesia dan berkantor di Jakarta selatan,

perusahaan yang telah berizin dan diawasi secara resmi oleh OJK

sesuai dengan SK : KEP-4/D.05/2021. UangMe memiliki 3 layanan

kepada masyarakat yakni,  Pinjaman dana tunai online untuk

individu, Paylater untuk fasilitasi pembayaran  produk secara online,

serta Pendanaan untuk para  peminjam.

c. PinjamDuit merupakan salah satu platform pinjaman mikro berbasis

aplikasi ponsel, yang beroperasi dibawah naungan PT Stanford

Teknologi Indonesia, sebuah badan hukum yang didirikan

berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
memberikan defini kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
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meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.10

Pinjaman online sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan

pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia

mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata.11

Sebagai perusahaan fintech yang melakukan usahanya di Indonesia dalam

memberikan pinjaman atau pembiayaan harus mengikuti atau tunduk terhadap

peraturan atau regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Fintech memiliki unsur utama yakni perjanjian antara kreditur dan

debitur dimana perjanjian merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara

keduanya.12 Sehingga ketika melakukan peinjaman secara langsung penerima

pinjaman terikat dengan perjanjian sebagaimana yang tertera dalam aplikasi

pinjaman online tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di

penuhi.

Sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313

KUHPerdata yang memberikan definisi bahwa ”suatu perjanjian sebagai suatu

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih lainnya.”13

10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan
11 Subekti dan Tjitrosubidio, 2014, Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 338.
12 Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan

Title Eksekutorial, Legality, Vol.27 No.1, 2019. hlm 57.
13 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman online

juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa

supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal14

Syarat sah nya suatu perjanjian sebagai mana yang tercantum pada Pasal

1320 KUHPerdata harus terpenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, namun

apabila perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur maka dapat

mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat
subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian.
Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika
syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika
syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk
meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.15

Namun dalam pinjaman online perjanjian yang digunakan adalah

perjanjian baku yang artinya perjanjian yang klausula-klausulanya telah

ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Pembuatan klausula baku yang

hanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya, yang

dikatakan bersifat Baku maka klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin

dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

14 Pasal 1320 KitabUndang-undang Hukum Perdata
15 R. Subekti, 2014, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 10.
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Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis yang
telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan
atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan
(dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa
mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.16

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang

telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan

itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Semua perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.

Pinjaman online atau fintech berbeda dengan pinjam meminjam uang

yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam uang

yang diatur pada Pasal 1754 yakni para pihak yang terlibat yaitu pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman memiliki hubungan hukum secara langsung

melalui perjanjian pinjam meminjam.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain
suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat
bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi
pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara
para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini
ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.17

Kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, lalu

dijelaskan kembali pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau disingkat

16 Johannes Gunawan. 2003. hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan
Bebas. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.118.

17 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018 “Hubungan Hukum Para Pihak dalam
Peer to Peer Lending”, IUS QUIA IUSTUM, Vol 25, No. 2, 2018, hlm 322.
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PP PSTE, kedua Pasal tersebut menjelaskan definisi yang sama terkait kontrak

elektronik yang mana perjanjian tersebut dibuat melalui sistem elektronik oleh

para pihak.

Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE memberikan

definisi sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan

dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama
(innominaat) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata
tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan
kebutuhan bisnis.18

Kontrak elektronik dan kontrak konvensional memiliki bentuk yang

berbeda meskipun demikian kontrak elektronik juga tunduk pada hukum

perjanjian yang sama sebagaimana yang diatur dalam KUHperdata.19 Kontrak

elektronik dan kontrak konvensional wajib memenuhi syarat-syarat dan asas-

asas dalam suatu perjanjian. Tetapi pada kenyataannya perjanjian biasanya

diartikan yang memiliki bentuk fisik atau tertulis dan biasanya dituangkan

dalam akta notaris, karena itu kontrak yang tidak tertulis menjadi pertanyaan

tentang keabsahannya.

18 Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw: Suatu Pengantar, cet I, ELIPS. Bandung,
hlm. 15.

19 Ronny A. Maramis dan Friend H. Anis, 2020, “Kajian Hukum Penerapan Kontrak
Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce”, Lex Et Societatis, Vol. 8, No.3, 2020, hlm. 129.
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Melakukan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online merupakan

salah satu alternatif yang menjadi pilihan dengan keuntungan dana pinjaman

cepat masuk pada rekening pribadi, namun pihak pinjaman online juga dapat

melakukan apa saja yang berkaitan pada data pribadi, yang seharusnya data

tersebut dirahasiakan.

Pasal 26 huruf c Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa

penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan,

dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi menyatakan “Perlindungan Data Pribadi adalah

keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian

pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data

Pribadi.”20 Sehingga setiap aplikasi pinjaman online harus menjamin bahwa

setiap data peminjam (debitur) dilindungi dan dijaga kerahasiaannya yang

memang sudah seharusnya menjadi kewajiban dari pihak penyelenggara

aplikasi pinjaman online.

Dalam Pasal 3 terkait Penggunaan Data Pribadi pada Perjanjian aplikasi

pinjaman Akulaku  menyebutkan selama menggunakan layanan, pihak pemberi

pinjaman berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan,

20 Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
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mengelola dan menggunakan data pribadi penerima pinjaman yang diperoleh

melalui proses pengisian formulir atau data isian yang terdapat pada platform

untuk tujuan seperti melakukan penilaian resiko, anti pencucian uang,

melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain serta

menyimpan sejarah kredit untuk referensi saat ini dan dimasa mendatang, serta

tujuan lain terkait verifikasi identitas atau reputasi kredit si penerima pinjaman

apakah patuh terhadap setiap perjanjian yang berlaku.

Namun pihak pemberi pinjaman (Akulaku) juga menyebutkan Data

Pribadi penerima pinjaman atau kreditur juga dapat diungkapkan apabila

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat dugaan adanya

tindak pidana, dipersyaratkan oleh instansi atau pihak berwenang, serta telah

mendapat persetujuan tertulis dari pihak penerima pinjaman.

Pada perjanjian aplikasi pinjaman UangMe terkait Pengungkapan

Informasi, UangMe menyebutkan tidak akan memberikan informasi Penerima

Pinjaman kepada pihak lain. Apabila pengguna baik penerima pinjaman atau

pemberi pinjaman lain dalam rangka pemberian pinjaman, meminta kepada

UangMe informasi selain yang terdapat pada aplikasi UangMe, UangMe hanya

dapat memberikan informasi tersebut setelah memperoleh persetujuan dari si

penerima pinjaman.

Kemudian pada perjanjian aplikasi PinjamDuit terkait Data Pribadi,

penerima pinjaman memahami dan menyetujui bahwa data pribadi yang

diberikan kepada pemberi pinjaman digunakan oleh pihak pemberi pinjaman

untuk memproses permohonan fasilitas pinjaman dan/atau memenuhi
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerima pinjaman juga

memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada pihak pemberi pinjaman

untuk pada setiap saat tanpa pemberitahuan kepada penerima pinjaman,

melaksanakan seluruh atau setiap tindakan dan fungsi-fungsi seperti

pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan,

perumusan, penyiaran dan penyebaran atas data pribadi; melakukan

pemeriksaan kredit dan verifikasi berdasarkan data serta informasi yang

diberikan kepada pemberi pinjaman apabila pada saat pihak pemberi pinjaman

mempertimbangkan perlunya hal tersebut untuk dilakukan penilaian.

Namun pada prakteknya sering terjadi kebocoran data pribadi yang

disalahgunakan oleh pihak penyelenggara, maka dari itu konsumen maupun

masyarakat harus bisa membedakan pinjaman legal dan ilegal. Berikut

perbedaan kriteria-kriteria pinjaman online legal dan ilegal :

No Legal Ilegal
1. Terdaftar/berizin dari OJK Tidak terdaftar/tidak berizin dari

OJK
2. Pinjol legal tidak pernah

menawarkan melalui saluran
komunikasi pribadi

Menggunakan SMS/Whatsapp dalam
memberikan penawaran

3. Pemberian pinjam akan diseleksi
terlebih dahulu

Pemberian pinjaman sangat mudah

4. unga atau biaya pinjaman
transparan

Bunga atau biaya pinjaman serta
denda tidak jelas

5. Peminjam yang tidak dapat
membayar setelah batas waktu
90 hari akan masuk ke daftar
hitam (blacklist) Fintech Data
Center sehingga peminjam tidak
dapat meminjam dana
ke platform fintech yang lain

Ancaman teror, intimidasi, pelecehan
bagi peminjam yang tidak bisa
membayar

6. Mempunyai layanan pengaduan Tidak mempunyai layanan
pengaduan
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7. Mengantongi identitas pengurus
dan alamat kantor yang jelas

Tidak mengantongi identitas
pengurus dan alamat kantor yang
tidak jelas

8. Hanya mengizinkan akses
kamera, mikrofon, dan lokasi
pada gawai peminjam

Meminta akses seluruh data pribadi
yang ada di dalam gawai peminjam

9. Pihak penagih wajib memiliki
sertifikasi penagihan yang
diterbitkan oleh AFPI

Pihak yang menagih tidak
mengantongi sertifikasi penagihan
yang dikeluarkan Asosiasi Fintech
Pendanaan Bersama Indonesia
(AFPI)

Table 1 Sumber : https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463

Perbedaan lain yang dapat terlihat antara pinjol ilegal dan dan pinjol

legal yakni pinjol legal akan mewajibkan calon peminjam untuk melengkapi

dokumen sedangkan pinjol ilegal tidak mementingkan dokumen tapi meminta

seluruh akses pribadi pada HP calon peminjam, serta pinjol ilegal pada saat

menggunakan aplikasi akan ada aplikai lain di dalamnya dalam arti lain

aplikasi di dalam aplikasi sehingga proses peminjaman dilakukan

menggunakan banyak aplikasi.

Salah satu contoh kasus yang terjerat dalam salah satu aplikasi

pinjaman online terjadi pada teman dari penulis yang juga merupakan

mahasiswa di Pontianak yang melakukan pinjaman di salah satu aplikasi

pinjaman online sebesar Rp 600.000,- Ia mengaku sering ditagih disertai

ancaman untuk menyebarkan data pribadi pada semua kontak, serta kontak

yang berada dalam telepon juga pernah dihubungi untuk mengingatkan

peminjam terkait hutang pada aplikasi pinjaman online.

Sebab permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap

Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman

online dari perspektif Hukum Perdata ?

b. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi titik fokus seorang

penulis yang diharapkan hasil penelitian tersebut akan bermanfaat untuk orang

lain dan menjawab atas keraguan atau pertanyaan selama ini, adapun tujuan

dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi

pinjaman online dari perspektif hukum perdata.

b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan Manfaat,

adapun manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua sifat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi

dan pengetahuan hukum terkait dengan melangsungkan perjanjian pinjam

meminjam secara online.
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b. Manfaat bersifat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi

pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam

uang melalui teknologi finansial khususnya dalam penelitian ini adalah

payung hukum terhadap pengguna dan penyelenggara perusahaan yang

memberikan pinjaman dana melalui teknologi finansial.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

a. Keranga Teori

1. Negara Hukum

Dalam kehidupan, manusia memerlukan satu sama lain atau

suatu hubungan timbal balik sebagai makhluk sosial yang cenderung

hidup berkelompok. Negara merupakan suatu bentuk kehidupan

berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga

dapat digolongkan kedalam jenis secondary group.21 Aristoteles

berpendapat bahwa tujuan dari suatu negara yaitu mendapatkan

kebaikan untuk setiap masyarakatnya. Sedangkan Plato berpendapat

bahwa tujuan dari suatu negara yaitu kebahagiaan bagi

masyarakatnya.22

Dalam hidup bernegara maka diperlukan suatu landasan utama

atau kaidah penuntun agar suatu negara dapat berdiri tegak dan kokoh,

landasan yang dimaksud yaitu dengan adanya hukum disegala aspek

kehidupan manusia yang menjadikan suatu negara tersebut teratur serta

21 Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 2

22 Ibid, hlm. 4.
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masyarakat yang adil dan tenteram. Untuk menjalankan suatu negara,

relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya harus didasari

aturan hukum sebagai suatu kaidah. Kaidah tersebut berasal dari

manusia yang menggabungkan dirinya dalam satu kelompok yang

disebut sebagai masyarakat dan kaidah tersebut merupakan

kesepakatan luhur. Kaidah dalam masyarakat yang telah mendapatkan

pengakuan, secara langsung menjadi hukum yang berlaku dalam

masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun

1945 yang berisi ketentuan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara

hukum.”23 Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang

memberlakukan hukum terhadap warga negaranya, hal tersebut senada

dengan ucapan Cicero “Ubi societas ibi ius” yang artinya dimana ada

masyarakat disitu ada hukum.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD

1945 sebagai sumber utama pembentukan hukum. Konstitusi adalah

kumpulan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur

jalannya pemerintahan pada suatu sistem ketatanegaraan. Setiap produk

hukum yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan mengatur masyarakat

dan semua peraturan hukum positif di Indonesia memiliki kaitan erat

dengan peranan konstitusi.

23 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
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Secara mendasar, kaidah hukum berkaitan dengan hukum
esensial yang bersifat mematokkan dan bukan memaksa karena hukum
tidak dapat memaksa, tetapi dapat dilanggar. Hal yang menyebabkan
terjadinya paksaan adalah diri sendiri dan orang lain (negara). Hukum
yang baik adalah hukum yang menggambarkan keinginan
masyarakatnya (kesadaran hukum).24

Hukum itu Das Sollen bukan Das sein, sifatnya hipotetis karena

lahir dari kemauan dan akal manusia, hal tersebut dinyatakan oleh Hans

Kelsen.25 Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan

negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Ada 4
(empat) alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan
tugasnya berdasarkan hukum:
1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi.26

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.27

Hukum Perjanjian memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat

sebagai salah satu bentuk hukum. Overeenkomst dalam Bahasa Belanda

dan Contrack/Agreement dalam Bahasa Inggris adalah istilah dari

Perjanjian.

24 Efran Helmi Juni, 2012, Filsafat Hukum, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 43.
25 Ibid hlm 317
26 https://www.warganegara.org/blog/indonesia-negara-hukum diakses pada tanggal 19

Juli 2022, Jam 13.00 WIB
27 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
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Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat

adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau

dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang

terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk

melakukan sesuatu hal.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa
Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal
tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suat hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;28

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan

bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut

sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat

(sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

3. Teori Kehendak

Kehendak merupakan salah satu faktor yang menentukan

terjadinya suatu perjanjian. Kehendak dan pernyataan memiliki

hubungan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam melakukan perjanjian kehendak para pihak merupakan
hal yang akan dituju atau yang diinginkan dari apa yang akan disepakati
oleh bagi yang menyatakan kehendak tersebut. Namun apabila terdapat
ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk
suatu perjanjian.29

28 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
29 Harlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariatan. Citra Aditya, Bandung, hlm. 77.
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Kehendak akan terpenuhi apabila para pihak yang akan

melaksanakan sebuah perjanjian saling percaya tanpa ada ragu serta

tekanan untuk menyepakati perjanjian tersebut. Sebuah kepercayaan

akan memberikan kepastian sehingga perjanjian dapat terlaksana

setelah mengikat secara sah antara para pihak. Ketika kehendak pihak

penerima sudah dinyatakan maka kesepakatan tersebut telah terjadi.

Hal ini terwujud apabila pihak penjual menawarkan atau

mempromosikan produk barang atau jasa melalui internet.

Teori Kehendak/hasrat (Will Theory) yang mengajarkan bahwa
kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau
intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi,
kekuatan berlaku, dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat
tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak terjadi
hasrat untuk bersepakat.30

4. Itikad Baik

Itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang

menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad

baik.

Dalam melakukan suatu perjanjian maka diperlukan asas itikad

baik, dengan demikian para pihak yang melakukan perjanjian dapat

melaksanakan hak-hak serta kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Jika dalam suatu perjanjian tidak memiliki itikad baik, kemungkinan

30 Munir Fuady, 2001 Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 5.
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salah satu pihak akan dirugikan oleh pihak yang lalai akan

kewajibannya.

Itikad baik dalam perjanjian merupakan doktrin yang berasal dari
hukum Romawi, doktrin tersebut bermula dari doktrin ex bona fides.
Doktrin ini mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Itikad baik
dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para
pihak dalam kontrak.31

Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian

harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan

perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan

kesusilaan.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti
kepatuhan,yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal
melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah
kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu
pihak.32

5. Teori Kepercayaan

Kesepakatan terjadi apabila pernyataan masing-masing pihak

menimbulkan kepercayaan, bahwasanya telah terjadi kesepakatan yang

sesuai dengan kehendak antar pihak dan patokannya adalah bangkitnya

suatu kepercayaan karena pernyataan pihak lainnya.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi
sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan
jika suatu saat berarti. Morgan dan Hunt dalam Dharmmesta
berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan

31 Novalia Arnita Simamora, Et all, 2015 “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian
Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No 37/Pdt/Plw/2012/Sim)”, USU Law Journal, Vol.3, No. 3, 2015,
hlm. 89.

32 R. Subekti, 1983. Hukum Perjanjian. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 27.
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(confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran
mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada trust.33

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu

sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi

prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka

perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan

kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

Pengetahuan konsumen terhadap objek, atribut, dan manfaat

merupakan kepercayaan konsumen. Pengetahuan konsumen

berhubungan erat dengan pembahasan sikap dikarenakan pengetahuan

konsumen merupakan kepercayaan konsumen.34

b. Kerangka Konsep

1. Financial Technology

Fintech (financial technology) merupakan pembaruan dalam

bidang industri jasa keuangan dengan berdasarkan teknologi dan

informasi yang telah memiliki payung hukum atau landasan hukum dan

mendapatkan pengawasan dari pemerintah Indonesia.

33 Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., 2005 “Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand
dalam Membangun Loyalitas Pelanggan”, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 20, No. 3, 2005,
hlm. 27.

34 Jang Sumarwan, 2011, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran.
Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 166.
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Fintech menurut peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan / atau model bisnis baru

serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem

pembayaran.

Fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari

perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem

keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Financial Technology juga didefinisikan sebagai inovasi
teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-
model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material
yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.35

Maraknya penggunaan teknologi informasi serta perubahan

gaya hidup masyarakat yang ingin serba mudah dan cepat, lahirlah

inovasi fintech. Adanya fintech, memudahkan serta mempersingkat

waktu dalam transaksi jual beli, ke Bank/ATM untuk mentransfer uang,

ataupun enggan datang langsung ke suatu tempat dapat diminimalkan.

Pertumbuhan Fintech sangat pesat dalam beberapa tahun

terakhir, dibarengi dengan era generasi millenial yang telah beranjak

dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial. Generasi “melek

teknologi” Sekarang, financial merupakan salah satu bidang yang ikut

35 Muhammad Afdi Nizar, 2017, Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan
Implementasinya di Indonesia. Warta Fiskal, Jakarta, hlm. 6.
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menumbuhkan perekonomian negara dan penggerak dibidang inovasi

teknologi karena fintech pada era digital ini sedang naik daun.

Pada tanggal 14 November 2016 Bank Indonesia mengeluarkan
Peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan
Transaksi Pembayaran, begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau
OJK yang mengeluarkan regulasi untuk mengawasi kegiatan fintech
yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut
menjelaskan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan debitur
dan kreditur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam
uang secara langsung melalui sistem elektronik.36

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merupakan perbuatan dimana kreditur

berkewajiban memberikan uang, sedangkan debitur memiliki

kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari

kreditur dalam waktu dan jumlah yang telah disepakati. Dengan

demikian pengertian pinjam meminjam menjelaskan bahwa dalam

kegiatan pinjam meminjam terdapat dua subyek hukum yaitu yang

meminjamkan (kreditur) dan yang meminjam (debitur), serta terdapat

obyek dalam hal ini adalah uang.

Dalam hukum perdata di Indonesia, kegiatan pinjam meminjam

berkaitan erat dengan perjanjian yang menjadi sumber hukum

perikatan. Pada Pasal 1313 KUHPerdata terdapat pengertian perjanjian

yang mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana

pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lain, dengan kata

36 Sasmita Flouridaningrum, Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah,
Prihatwono Law Research, Jurnal Hukum Fintech Vol. 1, 2018, hlm. 7.
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lain suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu.

Terdapat banyak jenis tentang perjanjian, salah satunya

perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Bab Ketiga belas

KUHPerdata Tentang Pinjam Meminjam pada Pasal 1754 yang

menerangkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dimana salah

satu pihak memberikan barang yang habis pakai atau suatu jumlah

tertentu kepada pihak lain, dengan syarat pihak yang lain akan

mengembalikan jumlah atau barang yang sama dari macam dan

keadaan yang sama juga.

Dalam kegiatan pinjam meminjam obyek atau barang yang

dipinjamkan akan beralih hak kepemilikan kepada pihak penerima

pinjaman atau debitur.

Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan
“Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan
(memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia
dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul
segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang,
kemerosotan nilai uang itu”37

Mengenai pengembalian obyek yang berupa uang, pihak debitur

akan mengembalikan sejumlah uang kepada kreditur sesuai dengan apa

yang disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, selain itu

secara tegas disebutkan berapa lama jangka waktu untuk

pengembaliannya.

37 Subekti, 1991, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.
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3. Wanprestasi

Perbuatan wanprestasi tidak terlepas dari Pasal 1365 yang
menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
tersebut.38

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak baik itu keduanya

atau salah satu pihak dalam perjanjian yang melakukan tindakan

melanggar isi dari perjanjian dapat dianggap sebagai perbuatan

melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain

karena hal tersebut pihak yang wanprestasi atau perbuatannya

melanggar hukum harus mengganti kerugian akibat perbuatannya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan
yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul
karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti
kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam
perjanjian.39

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan

tidak menurut selayaknya.40 Wanprestasi dapat diartikan suatu

pelaksanaan kewajiban salah satu pihak yang melewati batas waktu atau

suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur

tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

38 Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
39 Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet 2, Alumni, Bandung, hlm. 60.
40 Ibid., hlm. 62.
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wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

antara kreditur dengan debitur.41 Kreditur dan debitur yang menjadi

parapihak dalam perjanjian pinjam meminjam baik sepenuhnya atau

tidak sepenuhnya melalaikan kewajian para pihak sehingga perjanjian

tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Wanprestasi bisa saja terjadi baik disengaja ataupun tidak

disengaja, wanprestasi atau ingkar janji erat kaitannya dengan suatu

perikatan atau perjanjian.42 Wanprestasi dapat terjadi dengan unsur

disengaja maupun tidak disengaja untuk tidak melakukan prestasi

sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.

4. Lembaga Keuangan Non Bank

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.

38/MK/I/1972, “Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu suatu

badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang

menghimpun dana dengan mengelu arkan kertas berharga dan

untuk menyalurkannya untuk membayar.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.Kep.38/MK/IV/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga
ini bisa melakukan usaha-usaha yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara
b. Memberi suatu kredit jangka menengah
c. Mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara
d. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan

hukum pemerintah

41 Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
180.

42 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,  Rajawali Pers, Jakarta,
hlm. 68.
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e. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau
kampanye

f. Sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan
memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian

g. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.43

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan

bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas

perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai

wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas suatu permasalah maka diperlukan suatu metode,

metode penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodelogis serta konsisten. Dalam melakukan penelitian terhadap suatu

kegiatan ilmiah harus didasari pemikiran tertentu dengan cara menganalisanya

terlebih dahulu.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu
dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan
mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan44

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang bersifat Deskriptif-

Analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis

mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada

ketentuan hukum yang berlaku.

43 Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972
44 Zaenudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.
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Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat
dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-
kesimpulan yang bersifat umum.45

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang meletakan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud
adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan,
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).46

Penelitian Hukum Normatif (Normative Law Research)

menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya

mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat

dan menjadi ancaman perilaku setiap orang.

Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum
positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in
concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan
sejarah hukum.47

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang

peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu

memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.48

45 Ashofa Burhan, 2000, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.
46 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, hlm. 34.
47 Abdulkadir Muhammad. 2007, Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, hlm. 52.
48 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi

Teori Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 156.



30

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan

menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani.

4. Metode Penarikan Sampel

Faktor penting dalam pengumpulan data yang perlu diperhatikan

peneliti adalah teknik penarikan sampel. Dikatakan penting karena

“menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian, dalam arti

menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi

hasil penelitian tersebut.”49

Adapun sampel yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah

kontrak atau perjanjian yang terdapat dalam aplikasi pinjaman online.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan

Bahan pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan

atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri

dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.50

Bahan data primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik.

49 Nanang Martono, 2016, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 241.

50 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali
Pers, Jakarta, hlm. 68.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Tahun 2010

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga

Keuangan Non Bank

5. Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan

Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial

7. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teksnologi Informasi.

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang

diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh

dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang

berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang

berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan

guna mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam

statistika, informasi yang diperoleh dipergunakan untuk proses

pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian hipotesis.51

51 Wasis, 2006, Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat. Buku Kedokteran EGC,
Jakarta, hlm. 62.
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Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan

atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

dilakukan penulis.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah

dibuat sebelumnya, adapun kesimpulan-kesimpulan yang penulis buat adalah

sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit yang dilakukan secara online pada dasarnya

dianggap seperti perjanjian pada umumnya dari sudut pandang hukum

perdata karena unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit

secara online tidak bertentangan dan memenuhi unsur hukum kontrak

yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan

wanprestasi, maka pihak penyelenggara dapat melakukan somasi

hingga melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan.

Kebendaan yang dimiliki oleh pihak penerima pinjaman merupakan

jaminan bagi pihak penyelenggara apabila si penerima pinjaman tidak

kunjung memenuhi cicilan pinjaman yang dilakukan. Akibat hukum

apabila pihak pemberi pinjaman melakukan wanprestasi misalnya

kreditur menyebar identitas diri peminjam dimedia sosial justru

mencemarkan nama baik seseorang dan melanggar Pasal 27 ayat (1)

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Apabila data pribadi tersebar dan disalahgunakan pihak pemberi
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pinjaman, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan. Gugatan berupa gugatan perdata yang diajukan

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan

hukum.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan

yang telah ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat atau calon peminjam yang ingin menggunakan

layanan pinjam meminjam secara online agar dapat memperhatikan

dan mengetahui pihak aplikasi yang memberikan pinjaman tersebut

terdaftar atau tidak dalam OJK. Serta membaca perjanjian pinjam

meminjam sebelum melakukan pinjam, untuk terhindar dari hal-hal

yang mungkin saja merugikan calon peminjam selama perjanjian

pinjam meminjam.

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjam meminjam

online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan

langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik antar pihak.

Lembaga yang berwenang juga perlu membentuk regulasi lebih

lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara masing-masing pihak

secara efektif, efisien dan lebih memperketat pengawasan terhadap

penyelenggara pinjaman online ilegal supaya masyarakat dapat

terhindar dari masalah dengan pinjaman online ilegal ketika terjadi

wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.
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